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I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemberdayaan masyarakat Desa/Nagari bertujuan memampukan Desa dalam

sama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan

arakatan Desa, lembaga adat, kesatuan tata ekonomi dan

melakukan aksi ber

tata kelola lembaga kemasy

n. Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan

lingkunga
embaga

Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, |

adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan

kelompok kegiatan masyarakat lainnya yang dibentuk untuk mendukung kegiatan

pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Secara legal formal, dalam Undang-

undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal

pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan,
Kawasan Perdesaan.

112 ayat 4 diamanatkan bahwa

pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan
“Pendampingan” termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen.
Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa junto Peraturan
Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
tahun 2014. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah
memandatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah dacrah menyelenggarakan pemberdayaan
masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
Pendampingan Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah
kabupaten/kota ( yang saat ini hanya satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi )dan dapat

dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa,

dan/atau pihak ketiga.

Intisari Pendampingan Desa adalah memfasilitasi dan mendampingi masyarakat
dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fasilitasi dapat dilakukan
dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif dengan berpedoman kepada Undang-undang

No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta seluruh aturan pelaksanaannya.



dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif dengan berpedoman kepada Undang-undang
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta seluruh aturan pelaksanaannva.

Masyarakat Desa difasilitasi untuk belajar agar mampu mengelola kegiamn
pembangunan secara mandiri. Berbagai pelatihan dan beragam kegiatan pengembangan
kapasitas diberikan oleh pendamping kepada masyarakat Desa Pengembangan kapasitas &

Desa dikelola langsung oleh masyarakat sebagai bagian proses belajar sosial

Tenaga Pendamping profesional bukan pengelola proyek pembangunan di Desa.
Kerja Pendampingan Desa difokuskan pada upaya memberdayakan masvarakat Desa
melalui proses belajar sosial. Dengan demikian, pendamping tidak dibebani dengan tugas-
tugas pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan Desa, karena berdasarkan

peraturan perundang-undangan hal tersebut sudah menjadi tugas dan tanggungjawab
pemerintah Desa.

Kerja Pendampingan bukanlah melakukan kontrol dan “mobilisasi partisipasi” terhadap

warga Desa dalam rangka menjalankan prosedur-prosedur kerja yang serba dirancang dar

kepentingan luar Desa.

Kerja pendampingan lebih tepat dimaknai sebagai proses memfasilitasi terhadap warga
Desa agar berdaya dalam memperkuat Desanya sebagai komunitas vang memiliki

pemerintahannya sendiri (self governing community).
B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Mengupayakan Pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, Kegiatan
dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan

masyarakat Desa/Nagari.

o

TUJUAN

Tujuan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) antara

lain :

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa

yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;



Y Mengembanglan program dan Legtatan pembangunan Desa sacara berkelanjutan

N

Jdongan mendavagunakan sumber dava manusia dan sumber daya alam yang ada

~

\:l.,\ 1\“\.’\.

Memusun perencanaan pombangunan Desa sesuat dengan pnontas, potensy, dan

N

Yur

wila kaantan lokal;
4 Memusun perencanaan dan pengangganan vang berpihal kepada kepentingan

wargs miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal:

'

- Mengembanghan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyvelenggaraan

Pemenntahan Desa dan pembangunan Desa;

=4

Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat.

T Mendorong partisipast masvarakat dalam penyvusunan kebjakan Desa vang

dilakukan melalul musvawarah Desa;

R Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia
masvamkat Desa;
Q

Melakukan Pendampingan Desa vang berkelanjutan; dan

10. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemenntahan Desa

dan pembangunan Desa vang dilakukan secara partisipatf oleh masyarakat Desa.

C. SASARAN

’

‘as

Masyarakat Desa Nagan dalam menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologr, teknologt tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan

pertanian masyarakat Desa;

Perangkat orgamisast Pemenntahan DesaNagan agar dapat lebih meningkatkan
Kualias pemenntahan dan masyarmakat Desa melalw pendidikan, pelatihan, dan
penmvuluhan: dan

Desa Nagan mengakui dan memfungsikan institusi ash dan atau vang sudah ada di

masvarakat Desa.

LY




D. DASAR HUKUM

I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dasrah Otonom
Kabupaten dalam lingkungan Dacrah Provins Sumzters | engah Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21
Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 195% (Lembaran Negara Republik Tahun 195%

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
s E

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduz Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
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esiden Nomor 15 Tzhun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan

Perziwrzn Memizn Dalam Negerd Nemor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
zlolzzn Keuangan Daerzh sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
demgzn Perzturzn Menteri Dzlam Neceri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
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Kzduz Atzs Peratwen Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
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. Perziuran Daerzh Kzbupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah:

rerziurzn Menten Delam Negeri Nomeor 80 Tzhun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah

Perztrzn Dzerzh Kzbupzten Pesisir Selaian Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Pembentuizn Orgznisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten

- Perztrzn Bupan Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerzh Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

Keputusa Bupati Pesisr Selaan Nomor 90007 Kpts BPT-PS2020 tanggal

Marer 2020 tentzng Penunjukan Pegawal Negen Sipil menjadi Pengguna
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AnggaranPenggunza Barang Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran dan

Bendzhzra Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
-

=
)
!

"o
o
|

[3)

esz, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020.

. Keputusan Kepela Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk

eluzrga  Berencana  Kabupaten esisir  Selatan  Nomor
£1002DPMDPP&KB-PS2020 tangeal 9 Januari 2020 tentang penunjukan
Pegawai Neger Sipil menjzdi Pejabat Teknis kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan desaPengendalian penduduk dan Keluarga
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II. PEMIBAHASAN

A. PELAKSANAAN KEGIATAN
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Pemberdayaan Masyarakat Desa (PIMD) Tahun
Anggaran 2020 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarca Berencana Kzbupaten Pesisir Selatan, Sebaga

berkut :

a. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan evaluasi Pendamping Profesional ( Tenaga
Ahli, dan Penamping Lokal desa) Kabupaten Pesisir selatan pada bulan Tanggal 3
Desembae 2020 di Hotel Triza Painan

b. Melaksanakan Pembinzan dan monitoring Kegiatan PAMD ke Kecamatan dan

Nagari

B. SUMBER DANA

Anggaran Program Pembangunan dan Pemberdavaan Masvarakat Desa (P3MD)
terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-
OPD) Dinas Pemberdavaan Masyarakat dan Desa. Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor DPA-
OPD : 1.02.07.1.02.07.01.20.02 dengan jumlah sebesar Rp. 38.900.000.-

HASIL DAN CAPATAN KEGIATAN

pada bulan April terjadi Pandemi Covid-19 maka dana ditarik untuk Covid-19.
Dana yang tersedia Tahun 2020 sebesar Rp. 26.049.650.- yang terealisasi seb
Rp 24.549.650,- sisa Rp. 1.5000.000,-

anvak




TABEL REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

_ R —
NO KEGIATAN ANGGARAN | REALISASI SISA KET
1 | Honorarium Pelaksana | 3.600.000 3.600.000 -
Kegiatan
2 | Belanja Bahan Bakar | 1,.295.250 1.295.250 -
Minyak/Gas
3 | Belanja Pengadaan 329.400 329.400 E
4 | Belanja Sewa | 3.000.000 1.500.000 1.500.000
Gedung/Kantor/Tempat
5 | Belanja Sewa Sarana | 1.500.000 1.500.000 .
Mobilitas Darat
6 | Belanja Makan dan | 6.050.000 6.050.000 .
Minum Rapat
7 | Belanja Perjalanan | 8.050.000 8.050.000 -
Dinas dlm Dacrah
8 | Belanja Perjalanan | 2.225.000 2.225.000 -
Dinas Daerah  dlm
Propinsi
Total 26.049.650 | 24.549.650 1.500.000




